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adalah betul hasil karya tulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau plagiat dari
karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan
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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
proposal penelitian ini yang berjudul “Peran Aktif Pemuda dalAM Pelestarian
Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Kepemudaan di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten
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